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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya mengenai Collaborative Governance Dalam Manajemen 

Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa proses tata kelola kolaboratif lintas sektor yang berjalan 

belum sepenuhnya optimal dan belum efektif secara menyeluruh. Hal ini 

dikarenakan masih terdapat hambatan struktural, kultural, dan manajerial pada 

beberapa indikator proses kolaborasi yang belum terpenuhi secara seimbang, 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Dialog Tatap Muka (Face to Face Interaction) : Komunikasi yang terbangun 

masih mengalami asimetri ruang komunikasi dan ketimpangan posisi 

(power balance) antara aktor makro birokrasi dan mikro (grassroots). 

Pertemuan berkala yang inklusif belum terjadwal secara rutin, di mana 

forum yang ada cenderung bersifat reaktif menjelang musim penghujan. 

Struktur formal yang kaku dan kental dengan hierarki paternalistik membuat 

masyarakat bawah (Destana dan RT) bersikap pasif-akomodatif dan 

sungkan dalam menyampaikan aspirasi lokalnya. 

2. Membangun Kepercayaan (Trust Building) : Terjadi dikotomi dalam 

pembangunan kepercayaan. Pada dimensi taktis-hidrologis, kepercayaan 

terbangun sangat kuat melalui transparansi diseminasi data Tinggi Muka Air 

(TMA) secara real-time via WhatsApp. Namun pada dimensi manajerial, 

kepercayaan mengalami degradasi akibat adanya sekat birokrasi yang 
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menutup akses informasi rincian nominal anggaran kebencanaan dan dana 

CSR di tingkat tapak, sehingga menimbulkan prasangka negatif di 

masyarakat terhadap relawan lapangan. 

3. Komitmen terhadap Proses (Commitment to the Process) : Komitmen yang 

berjalan di Kabupaten Bojonegoro masih bersifat fluktuatif atau "Komitmen 

Musiman". Tensi keterlibatan dan mobilisasi sumber daya dari aktor luar 

(swasta dan dinas teknis) melonjak drastis hanya pada saat fase tanggap 

darurat, namun menurun drastis pada fase pra-bencana (musim kemarau). 

Sebaliknya, komitmen tertinggi dan paling konsisten ditunjukkan secara 

mandiri oleh komunitas lokal (Destana) yang bertaruh nyawa di lapangan 

tanpa kepastian dana operasional yang jelas. 

4. Pemahaman Bersama (Shared Understanding) : Meskipun seluruh aktor 

telah mencapai kesepahaman konseptual bahwa banjir Ledok Wetan 

merupakan masalah bersama, pemahaman ini belum dilembagakan dalam 

dokumen formal. Ketiadaan masterplan khusus dan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) lintas sektor per fase bencana memicu terjadinya tumpang 

tindih (overlapping) bantuan di lapangan serta kebingungan operasional 

pada menit-menit awal air naik (golden hours). Kondisi ini juga 

melestarikan ketergantungan absolut warga yang memosisikan diri sebagai 

objek pasif, bukan subjek mitigasi mandiri. 

5. Hasil Sementara (Intermediate Outcomes) : Di tengah kegagalan 

pembebasan banjir secara makro akibat kendala geomorfologi sungai, 

jaringan kolaborasi ini berhasil menelurkan small wins (kemenangan kecil) 



78 
 

 
 

yang strategis. Capaian tersebut berupa kelembagaan Destana Ledok Wetan 

yang mandiri dan terlatih, serta suksesnya pembuatan peta jalur evakuasi 

dan pemasangan plang marka titik aman banjir yang didanai oleh CSR 

swasta, disinkronkan oleh BPBD, dan dipasang secara gotong royong oleh 

masyarakat. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat membangun maupun dapat dijadikan 

masukan serta pertimbangan. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah 

1) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama BPBD perlu segera 

merumuskan regulasi formal berupa Surat Keputusan (SK) Bersama 

atau Peraturan Bupati yang melegalkan tata peran unsur Penta-helix. 

Regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum, standardisasi 

alokasi anggaran operasional bagi relawan basis (Destana Ledok 

Wetan), serta pembagian kerja yang rigid per fase bencana agar tidak 

terjadi tumpang tindih fungsi di lapangan. 

2) Mengubah pola koordinasi yang reaktif menjadi forum dialog berkala 

(misalnya forum tiga bulanan) di luar musim penghujan. Format 

pertemuan harus didesain lebih cair dan inklusif demi mengikis sekat 

psikologis birokrasi, sehingga komunitas di tingkat tapak seperti 
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pengurus RT dan relawan dapat menyampaikan kearifan lokal secara 

setara tanpa rasa sungkan. 

3) BPBD dan Dinas Kominfo perlu meluncurkan platform digital terpadu 

yang dapat diakses publik. Di dalam platform tersebut, pemanfaatan 

dana APBD kebencanaan, kontribusi dana CSR dari pihak swasta, 

hingga distribusi bantuan logistik dilaporkan secara real-time untuk 

meminimalisasi prasangka negatif di tingkat masyarakat. 

4) BPBD perlu memperluas program edukasi literasi bencana yang 

berorientasi jangka panjang di Kelurahan Ledok Wetan. Masyarakat 

tidak boleh lagi diposisikan sebagai objek pasif penerima bantuan, 

melainkan dibentuk menjadi subjek mitigasi aktif yang memiliki 

kapasitas evakuasi mandiri (terutama pada menit-menit awal krisis 

sebelum petugas kabupaten tiba di lokasi). 

2. Bagi peneliti selanjutnya : 

1) Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokus penelitian 

tidak hanya pada satu kelurahan, melainkan melakukan studi 

komparatif antara wilayah bantaran sungai Bengawan Solo yang 

memiliki karakteristik urban (seperti Kelurahan Ledok Wetan) dengan 

wilayah pedesaan/rural di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini penting 

untuk melihat efektivitas model Collaborative Governance dalam 

konteks sosiologis masyarakat yang berbeda. 

2) Mengingat penelitian ini menemukan adanya asimetri ruang 

komunikasi dan ketimpangan posisi antara aktor makro dan mikro, 
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peneliti selanjutnya diharapkan dapat membedah lebih dalam mengenai 

dinamika kekuasaan (power dynamics) dan resolusi konflik antaraktor 

menggunakan variasi teori kolaborasi yang lebih spesifik, seperti model 

Emerson atau Purdy. 

3) Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi longitudinal (jangka 

panjang) untuk menguji konsistensi komitmen para aktor (khususnya 

sektor swasta dan dinas teknis) di luar masa tanggap darurat, atau 

mengevaluasi dampak jangka panjang dari capaian-capaian kecil (small 

wins) yang telah dihasilkan oleh Destana Ledok Wetan saat ini. 
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